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Daiam rangka perubahan Undang Undang
Dasar Negara ‘Republik indonesia_ Tahun 1945,
maka. dalam Pe bahan Keempat pada tahun 2002,
kons_eps_l Negara Hukum atay, ‘Rechtsstaat’iyang
sebelumnya hanya tercantum dalam Pen;elaséh
UuD. 1945 dlrumuskan dengan iegas dalam Pasal
1 ayat (3) yang menya‘iakan “_N_eg_ara indones;a
adalah Negara Hukum Daiam konsep Negara
Hukum itu, d;:dealkan bahwa_yang harus, dijadlkan
inglima dalam dinamika kehldupan kenegaraan
adatah hukum bukan polmk ataupun ekonom;
Karena ;{u Jargon yang biasa dlgunakan dalam
bahasa Inggns untuk menyebut prinsip Negara
Hukum adalah the ru!e of Iaw -not of man’. Yang
dlsebut pemermtahan pada pokoknya ada!ah
hukum sebagai sistem, bukan orang per.orang yang
hanva bertlndak sebagaa wayang dan skenaﬂo

smtem yang mengatumya

Gagasan Negara Hukum itu dlbangun dengan
mengembangkan perangkat hukum i sendiri
sebagau suatu sistem yang. fungsxonal dan
berk@ad;!an dlkembangkan dengan menata supra
struktur dan infra struktur. kelembagaan politik,
ekonoini dan_sosial yang tertib dan teratur, serta

d:bangun (Iaw makmg) dan:dltegakkan (Iaw
enforcing) sebagalmana st_ ya, damulal dengan
konstitusi sebaga; huku’m yéng patmg tinggi
kedudukannya.’ Untuk menjamm tegaknya
konstitusi itu seb_agai ‘hukum dasar-yang
berkedudukan tettinggi. (the supreme. law of the
land), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi
yang berfungsi sebagai the guardian’ dan sekaligus
‘the ultimate interpreter of the cthtifution e

Konsep Negara Hukum E'(cm\i‘.empo'.er s

(Gagasan, ciia, atau ide Negara Hukum setam
terkait dengan konsep ‘rechisstaat’ dan “the rule of
iaw Juga berkastan dengan konsep nomocracy
Perkataan nomokrasi itu dapat dlbandmgkan
dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau ‘kratien‘ dalam
demokrasi. 'Nomos* berarti norma, sedangkan
‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan
sebagai faktor pénentu dalam penyelenggaraan
kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu,
istilah nomokrasi itu berkaﬁan erai dengan ide
kedaulatan hukum atau’ ‘prinsip hukum sebagai
kekuasaan tertinggi. Dalam istilah inggeris vang
dlk@mbanghan oleh A.V. Dicey, hal Hu dapat

dibina dengan membanguﬂ budaya dan kesadaran
hukum yang rasional dan impersonal dalam
kehtdugaﬂ bermasvarakat berbangsa dan
b@megara Untuk siu s;stem hukum itu perlu
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berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the
Rule of Law, and not of Man®. Yang sesungguhnya
dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu
sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudui

*  Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Masional Kementerian Hukum dan HAM Rl pada tanggal 22-24 Nopemiber 2011 di Jakarta.

1 Mantan Ketua Mahkamah Konstitust Republi indonesia, Guru Besar Fakuitas Hukum Unlvers;tas indonesia dan Mantan Anggota Dewan
Pertimbangan Fresiden Bidang Hulkum dan Ketatanegaraan,




“Nomoi’ vang kemudian diteriemahkan ke dalam

Hukum Formil atau Neaara Hukum Klasik, dan

bahasa Inggris dengan judul “The Laws™, jelas

tergambar bagaimana ide nomokrasi itu
sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari
zaman Yunani Kuno.

Negara Hukum Materiil atau Negara Hukum
Modern®. Negara Hukum Formil menyangkut
pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit,
yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan
teriulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara .

Di zaman modemn, konsep Negara Hukum-di
cropa Kontme( al d kembangkan antara
Immanuel Kant, Paui Laband, Julius Stahl Fichte,

‘dan lain-lain dengan menggunak_an istilah J_,erm_an_

yaitu “rechisstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo

- Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan

atas kepeloporan AV Drcey dengan sebutan “The
Rule of Law”; Menurut Julius Stahl, konsep Negara
Hukum yang disebuinya dengan istilah rechissiaat’
itu mencakup empat eiemen pentmg yaltu

'_l. __Peﬂlndungan haz< asas: mawusna o o
o 'Pembag;an kekuasaan.
3 Pemenniahan berdasarkan undang undang
4. Peradilan tata usaha negara. :

| Sedangkan AV. Dicey menguraikan :ada:nya
tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law” yaltu
1. Supremacy of Law.
2. Equalily before the law. .
3 Due Process of Law.

Keempat pnnscp ‘rechtsstaat’ yang
dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas
pada pokoknya dapai digabungkan dengan ketiga
prinsip ‘Rufe of Law’ yang dikembangkan oieh AV,
Dicey untuk menandai.ciri-ciri Negara Hukum
‘modern:di ‘zaman sekarang. Bahkan, oleh "The
international Commission of Jurist”, prinsip-prinsip
Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip
peradilan bebas dan tidak memihak (independence
and impartiality of judiciary) yang di zaman
sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam
setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang
dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The

Anternational Commission.of Jurists” itu adalah:...

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor-Utrecht membedakan antara Negara

Iain ‘oleh:

HukumMateriil yang lebih mutakhir, mencakup pula
pengéertian ‘keadilan di dalamnya. Karena itu,

Wolfgang Friedman-dalam bukunya ‘Law in a

Changing Soc;efy membedakan antara Tule of Iaw’
dalam arti formil yaitu dalam arii ‘organized public
power’, dan ‘rule of law’ dalam arti materiil yaitu -
‘the rule of just law’. Pembedaan ini dimaksudkan
untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara
hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud
secara substantif, terutama karena pengertian
orang mengenai hukum itu sendiri dapat
dtpengaruhl oleh a]rran pengeman hukum formil dan
dapat pula dlpengamhl oleh’ allran ptkza'an hukum
materiil. Jika hukum d pahami secara kaku’ dan
semprt daiam ari; peraturan perundang undangan
semata, nlscaya pengertian negara hukum yang
dlkembangkan juga bersifat sempit dan terbatas
serta belum fentu menjamln keadlian substantif.
Karena itu, di sampmg istilah ‘the rule of law” oleh
Friedman juga dzkembangkan istitah ‘the rufe of, just
law’ untuk memastlkan bahwa dalam pengertlan
kita tentang the rule of law’ tercakup penger’tlan
kead;lan yang lebih esensial daripada sekedar
memfungs;kan peraturan perundang undangan
dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang dlgunakan
Letap the rule of law’, pengertzan yang bersifat Iuas
itulah yang dtharapkan dlcakup dalam istilah the
rule of Jaw’ yang digunakan untuk menyebut kon-
sepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Namun demikian, terlepas dari perkembangan
pengertian tersebut di atas, konsepsi tentang
Negara Hukum di kalangan kebanyakan ahli hukum
masih sering terpaku kepada unsur-unsur
pengertian sebagaimana dikembangkan pada abad

{e-19-dan-abad-ke-20.-Scbagai-contoh; tathala

merinci unsur-unsur pengeriian Negara Hukum
(Rechisstaai), para ahli selalu saja mengemukakan
empat uhsur rechtsstaat’, di mana Ginsurnya yang
keempat adalah adanya ‘adminisiratieve
rechispraak’ atau peradilan tata usaha negara

2 Lihat Plato: The Laws, Penguin Classiscs, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar cleh Travor J. Saunders,
3 Utrechi, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1982, him. .




sebagai cirl pokok. Negara Huku_m‘ Tldak ada. yang

'_,;.;';);g_me_ri_,niah. dah Jpara. pejaba_tny_g_ melaku-

tata negara Jawabamﬁya ;alah'kar'ena konsepsn

G Asas non retroaktaf perundang undangan

P sebelu i _-t,t;}_dang harus
i ieb;h i :

secara taya

Negara Hukum (Rechfssfaat) sebagalmana banyak

Dteh karena ;tu ;:ka pengadulan tata usaha negara
merupakan fenomena abad ke 19 ~maka
pengadilan tata. negara adalah fenomena abad
ke-.'ZG yang betum d;peri:mbangkan menjadl salah

karena' ﬁu patut karanya dipertzmbangkan kembail
untuk merumuskan secara baru konsepsi. Negara
Hukum modem 113} sendm untuk kebutuhan.prakiik
ketatanegaraan pada abad ke-21 sekarang ini.

“Menurut ‘Arief’ _ Sidharta®. -Scheltema,
merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur
dan asas-asas Negara Hukum itu secara bary, yaitu
meliputi b (lima) hal sebagai, berikut:

'i_. fPengakuan penghormatan dan perf;ndungan
. Hak Asasi Manusia yang berakar dalam
- '_’penghormatan atas maﬂabat manus;a (human

. dignity).

2. _'Ber!akunya asas kepasiian hukum Negara
sHukum untuk berfujuan menjamin bahwa
—-Kepastian hukum terwujud dalam-masyarakat.

. Hukum beriujuan uniuk mewujudkan-kepastian
- hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga
dinamika kehidupan bersama ‘dalam
‘masyarakat bersifat ‘predictable’. Asas-asas
...yang terkandung dalam atau terkail dengan

d 'Asas peraduan bebas |f‘;d“ébenden

o .:dzjamin 'perhndungannya dalam' undang-
undan atau UUD. 5

3., Berlakunya Persamaan (Similia. Slmﬂlus atau
Equality before the Law) Dalam Negara Hukum,
Pemerintah tidak boleh menglstlm@wakan

* “orang atau kelompok orang-tertentu, atau
“iimendiskriminasikan orang: ‘atau kelompok
orang tertentu. Di dalam pnnsm ini, terkandung
“{a) adanya jaminan’ ‘persamaan bagi semua
orang di hadapan hukum dan pemerintahan,
- dan. (b) tersedianya. mekanisme untuk
.menuntut.perlakuan yang sama: bagl semua
warga negara. . e

4. Asas demokrasi da mana setiap orang

mempunyai hak dan-kesempatan yang sama

~uniuk-turui serta dalam pemerintahan atau

~untuk mempengaruhi tindakan-tindakan

. pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu
dlwwudkan melalul beberapa. prinsip, yaitu:

a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-
pejabat publik tertentu yang bersifat
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil yang diselenggarakan secara berkala;

b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat
dimintai pertanggungjawaban oleh badan
perwakitan rakyat;

éng..kgpsaqﬁan_ hulumaineadalah:

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan
- supremasi hukum;

b. Asas undang-undang menetapkan
berbagai perangkat peraturan fentang cara

kinan dan kesempatan yang sama untuk
berpariisipasi dalam proses pengambilan
keputusan politik. dan mengontrol
pemeriniah;

4 B. Arief Sidharia, “Kajian Kefilsafatan tentang Negare Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukurn),

"Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan

Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun 1I, November 2004, him.124-125,

G....Semua. warga. pegara. memiliki kemungz.....




“ Brian Tamanaham{mﬂégwmamm dakm.p a@h

bagl kntik dan kajlan rasmnai oieh semua
..----_-._:=-:--p;hak T S T :

::fdan menyatakan pendapat_ _

Marjanna Termoshuizen-Ariz dalam Jumai Hukum
Jenteras membagi konsep ‘rufe of Iaw dalam dua’
kategon “formal and. subsianfrve “ Setzap kategon_
yaitu~ rufe of law” dalam anti formal dan “rife o

!aw- daiam artlg;zs‘ubsianﬂf masmg masrng

e Kebebasan pers dan Iatu Imtas :nformas:

. g..Rancangan . ur
d|pub||kaszkan untuk memungk;nkan
. partisipasi rakyat, secara_efek‘t;f

' '3sebaga: pelayan masyarakat dalam rangka

3 mewu;udkan kesejahteraan masyarakat sesuai.

~* dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

“Dalam ‘asas ini terkandung ha! hal ‘sebagai
benkut -

a Asas asas umum pemermtahan yang
i -:iayak o _ _
e Syarat syarat fundamentai bag:
5 f_:Ii<eberadaan manusaa vang. bermartabat
- .....manusiawi dilamin dan dirumuskan dalam
.. aturan perundang undangan khususnya

. dalam konstﬁus: i

“c. Pemerintah harus secara rasional menata
7 tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas
dan berhasil guna (doelmatig). Artinva,
- pemeriniahan itu harus diselenggarakan

- secara efekdif dan ef isien. X

Muhammad Tahir Azhary?®, dengan mengambil
mspfraSi dan sistem hukum Islam, mengajukan
pandangan bahwa ciri-ciri nomokraS| atau Negara
Hukum’ yaﬂg baik itu’ mengandung 9 (sembllan)
pr:nssp yaitu:

1. 'Prsnsxp kekuasaan sebagal amanah

>, Pnnsup musyawarah ‘
Prinsip keadilan;

Prinsip persamaan;
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap
nak-hak asasi manusia;

o ALwed

____'dlfUﬂgSlkan sebagai alat’ kekuasaan bel ka,
 ftetapi derajat kepasiian dan predxktab:llta‘ 'ya
““sangat tinggi, seria ‘'sangat disukai oleh para

" “'penguasa sendiri, baik’ yang menguasai modal
‘maupun yang menguasai proses- proses
"'-"peﬂgambtlan keputusan pohttk L

2. Formal Legahfy, yang mencakup csﬂ c;n yang
___bersufat (i) prinsip prospektivitas (rule written in
‘advance) dan tidak boleh bersifat retroaktif, )

p _'berSIfat umum dalam arti berlaku untuk semua
orang, (iii) jelas (clear), (iv) publrk dan (v)relatif
stabil. Artinya, dalam bentuk: yang formal-le-
.gality’ itu, diidealkan bahwa predlkhbmias
~ hukum sangat diutamakan. e

3. Democracy and Legality., Demokrasi yang
dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin
kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha,
-sebagai “a procedural mode of Iegrtrmatlon"
demokras; juga mengandung keterbatasan-
keterbatasan yang serupa dengan “formal le-
gality’”. Seperti dalam “formal legality”, rezim-
demokrasi juga dapat menghasilkan hukum
yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam
suatu sistem demokrasi yang berdasar atas
hukum dalam arii formal atau rule of law dalam
arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul
ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan
predikiabiitas itulah yang diutamakan, maka
prakiik demokrasi itu dapat saja dianggap

' "_Wlnssp peracman yang Debas
Prinsip perdamaian;
Prinsip kesejahieraan;
Prinsip ketaatan rakyat.

O o0 N ch

menjadi-tebin-buruk-daripada rezim otoriter—

vang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.

4. "Substantive Views”yang maenjamin “Individual
Rights”,

5 Muhammad Tahir Azhary. Megara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilinat dari Segi Hukum Islam, [rplementasinya pada
Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakaria, 1992, him. 64 dst.

6 Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), finat Marjanne Termoshulzen-Attz, “The Concept of Rule of Law”. Jumnal Hukum
Jentera, Pusat Studi Hukurn dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun 1I, November 2004, him. 83-92.

7 Ibid. him. B6.




“secara normaiii:dan: dllaksanakan secara

5. R:ghts ;of Digmty and/or Justfce

empmk,_ Dalam _rangka prmsm persamaan ini,

Caia Negara Hukum indonesxa

dapat _'dlsebut sebagat Negara.Hukum (The Ru!e

of Law, ataupun Rechsstaat) dalam arti yang

seel:n:—:-namy=
1
: --_:fiAdanya pengakuan normatif dan empmkakan

aifu::

;_'SupremaSI Hukum (Supremacy m’ Law}

e prinsip supremasi:hukum, yaitu bahwa semua
- xmasalah:diselesaikan dengan hukum sebagai
-1 pedoman: “iertlngg: E gl

3 " Dalam perspekt;f supremasa hukum (su-
_ f‘_'_‘:fpremacy of Jaw), pada hakikatnya pemimpin
:_temnggl negara yang sesungguhnya bukanlah

_manusia, tetapz konstitusi yang mencerminkan
'j__"'hukum yang tertlnggl F’engakuan normatif
~ mengenai
__pengakuan yang ‘tercermin dalam perumusan
~hukum “dan/atau kOhStli’US[

supremasn “hukum adalah

sedangkan

~pengakuan empirik adalah pengakuan yang
tercermin dalam peniaku sebag;an terbesar

masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘su-
preme’. Bahkan, dalam repubilk yang
menganut sistem presidential yang bersifat

< «murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih
- tepat uniuk disebut sebagai ‘kepala negara’.
~tu sebabnya, dalam sistem pemerintahan

Da!am ran ka merumuskan kembait lde ide .

©kelompok masyarakat hukum adat tertentu
_""'_yang kondfsmy __
_ kelompok warga masyarakat tertentu yang
'-fdapat diberi periakuan khusus yang ‘bukan

bersifat diskriminatif masalnya ‘adalah kaum

b’elakang " Sedangkan

waniia ataupun anak-anak terlantar.”

" Asas Legalitas (Dire Process of Law)

Dalam setiap Negara Hukum, dlpersyaratkan

“berlakunya ‘asas‘legalitas dalam segala
“bentuknya (due process of law), yaitu bahwa
 “'segala “tindakan pemerintahan ‘harus
‘didasarkan “atas peraturan’ perundang-
‘undangan yang sah dan ‘tertulis. Peraturan
' perundang-undangan teriulis tersebut harus
' “ada dan-berlaku febih dulu atau mendahului

tindakan atau perbuatan administrasi- yang

“dilakukan. Dengan'démikian, setiap perbuatan

atau ‘tindakan administrasi harus didasarkan

-atas aturan atau ‘rufes and procedures’ (regels).
Prinsip normatif demikian nampaknya seperti
“sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi

menjadi lamban. Oleh karena itu, uniuk
menjamin ruang gerak bagi para pejabat

-adminisirasi negara -dalam menjalankan

“seperti
: -.pariemeﬂiﬂr o

3 P I | 31 Yo oo i U R | S
~presidential; tidak-dikenal adanya pembedaan

antara kepala negara dan kepala pemerintahan
dalam sistem - pemeriniahan

Persamaan dalam Hukum (5@&:&%@' Before

the Law):

_ _Ad_a_nya persamaa_n kedudukan ‘setiap orang
~ dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui

~tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui

pula adanya prinsip 'frijs ermessen’ yang
memungkinkan para pejabat tata usaha negara
atau administrasinegara mengembangkan dan
menetapkan sendiri ‘beleid-regels’ (‘policy

rules’} ataupun peraturan-peraturan yang

dibuat untuk kebutuhan internal (internal regu-
fation) secara bebas dan mandiri dalam rangka
menjalankan tugas jabatan yang dibebankan
oleh peraturan vang sah.




dunnk.ql Imh;k iuumn mpmnpriahanixnn'_

_' _'iﬁ"b'eberapa organ yang tersusun secara veri;kal
... Dengan begitu kekuasaan tldak tersentrahsaa
" dan terkonsentrasi dalam safu organ. atau satu

_'._'_::;:'_:menglmbangx dan".,mengendatakan satu sama
:_:::_ialn Pembatasan kekuasaan juga dllakukan

”:."_::tang'a_n' yakng_'memungkmkan terjadmya
- kesewenang-wenangan. .

. Organ-Organ. Campuran Yang Bersifat
_‘____Endependen

Dalam rangka membatas: kekuasaan ltu di
.~zaman sekarang: berkembang pula adanya
- pengaturann kelembagaan pemerintahan yang

.. bersifat ‘independent’, seperti bank sentral,

- organisasi {eniara, dan organisasi kepolisian.
.-Selain itu, ada pula.lembaga-lembaga baru

= -seperti Komisi-Hak Asasi Manusia, . Komisi

. Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman

~Nasional (KON}, Komisi Penyiaran Indonesia

. {KPI), dan lain sebagainya. Lembaga, badan
.atau -organisasi-organisasi ini sebelumnya
.. dianggap -sepenuhnya -berada -dalam
- kekuasaan - eksekuiif, tetapi sekarang
- :berkembang menjadi independen-sehingga
fidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak
seorang kepala eksekuiif untuk menentukan

_harus ada daiam setlap Negara Hukum. Daiam
"_'j__:menjalankan ‘ugas ;udss:ainya haklm tidak
~boleh dapengaruhl oleh 31apapun juga, batk
“karena kepentingan }abatan (polltlk) maupun
i kepen’ﬁngan uang (ekonomz) Untuk menjamin
“keadilan dan kebenaran Hidak d:perkenankan
““adanya “intervensi “ke dalam’ proses

kekuasaan dan begitu pula lembaga atau .ﬁ

organisasi !amnya dapat dlgunakan untuk
kepentingan- kekuasaan. Karena itu,
independensi lembaga-lembaga-iersebut

_dianggap sangat penting untuk menjamin

prinsip negara_ huku_m,dan.-gie_mokra‘si_. R

"Paradﬂan Behas dan Tidak Mem;hak

pengambilan putusan keadilan cleh hakim; baik
intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif
maupun Ieglslattf ataupun dari kalangan

-~ masyarakat ‘dan-media ‘massa. ‘Daiam

menjalankan tugasnya, hakim -tidak boleh
memihak kepada siapapun juga kecuali hanya
kepada kebenaran dan keadilan. Namun
demikian, dalam menjalankan tugasnya,
proses pemenksaan perkara oleh hakim juga

harus bersﬁatterbuka dan daiam meneniukan
___pemlalan dan menjatuhkan putusan hakim

di tengah-tengah masyarakat Hakim tidak

. hanya bertindak sebagai ‘mulut’ undang-
-.undang atau peraturan perundang-undangan,

melainkan juga ‘'mulut’ keadilan vang
menyuarakan perasaan keadilan yvang hidup
di_tengahmt_engah masyarakat.

Peradilan ?‘ata.?}saha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga
menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak
memihak, tetapi penyebutannya secara khusus

“Upengangkatan atadpun pemberientian

- pimpinannya. independensi lembaga atau
organ-organ tersebui dianggap peniing unituk
- menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat
disalahgunakan oleh pemerintah unfuk
melanggengkan kekuasaan. Misalnya, fungsi
-tentara yang memegang senjata dapat dipakai
- untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, bank
seniral dapat dimanfaatkan untuk mengontrol
sumber-sumber kekurangan vang dapat

sebagal pifarutams Negara HukUmtetap periu—
ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara
Hukum, harus terbuka kesempatan bagi fiap-
fiap warga negara uniuk menggugat keputusan
pejabat administrasi negara dan dijaiankannya
putusan hakim tata usaha negara (adminisira-
tive court) oleh pejabat administrasi negara.
Pengadilan Tata Usaha Negara ini peniing
disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin
agar warga negara tidak dizalimi oleh




itu -terjadi, maka-harus ada: pengadllan yaﬂg

n hams ada jamman bahwa putusan

-'-__D, samplng 'adanya pengad;ian taia ‘usaha

" ’negara yang dzharapkan memberlkan Jamman
" tegaknya keadilan bagi taap»tlap warga negara
" Negara. Hukum modern

'mengadopsnkan gagasan ‘mahkamah konst;tusu

Jjuga " lazim

 dalam sistem keiatanegaraannya balk dengan

:'_"_:peiembagaannya yang berdiri sendiri di luar
~ dan sederajat dengan Mahkamah Agung
' ataupun dengan mengfntegramkannya ke

*dalam kewenangan Mahkamah Agung yang

" 'sudah ada sebelumnya. Pentingnya peradilan

" atalipun’ mahkamah konstitusi ‘(constitutional
court) ini adalah dalam upaya memperkuat
sistem ‘checks and balances’ antara cabang-
cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-
‘pisahkan untuk menjamin demokrasi. Mlsalnya

~* mahkamah ini diberi fungsi pengujian

konstitusionalitas undang- undang yang
“‘merupakan produkiembaga’ legislatif,"dan
~“‘memutus berkenaan dengan berbagai bentuk
‘sehgketa antar lembaga negara:yang
- mencerminkan cabang-cabang kekuasaan
' negara vang dipisah-pisahkan. Keberadaan
mahkamah konstitusi ini di berbagai negara
demokrasi dewasa ini makin dianggap penting
- dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu

- negara sebagal plhak yang. berkuasa; Jzka hal -

-yang bersangkutan Sudah ientu keberadaan.
hakzm peradiian tata usaha negara n:u sendfrs

W e %{@@M&@ nﬁ«k@vau%asa@@am@@fuéa% a@m&q% asxz»mﬂ- 5k

_m'enyeiesatkan'tuntutan'keadlian itubagiwarga - ke

...".;r--'-*négara hak aSElSl manuSIa terabalkan atau, '
'.-";-f:dslanggar dengan: sengaja dan pendentaan

Crovang dltimbulkannya tidak dapat dlataSi secara

1 adil;-maka negara yang: bersangkutan tidak
+rdapat. disebut sebagal Negara Hukum da]am
'r.-artl yang sesungguhnya =

10.

Bersifat. D’éﬁibk#atié.".{Dembt:ré'tische
Rechissiaat) - T

Dianut dan dlprakt;kkannya prms:p demokraS|

atau kedaulatan rakyat yang menjamm

! peranserta masyarakat dalam_proses

) pengamblian Keputusan kenegaraan sehmgga

. .setiap peraturan perundang undangan vang

_ditetapkan. dan dltegakkan mencerminkan nitai-

. :'_nllal keadilan yang hidup di tengah masyarakat

_.Hukum dan peraturan perundang undangan
_yang. beriaku tidak boleh. dstetapkan dan
daterapkan secara sep:hak oieh dan/atau hanya

.';_'_':untuk kepentmgan penguasa secara

__‘democratische rechisstaal’atau negara hukum

bertentangan - dengan prinsip-prinsip

. demokrasi. Karena hukum tidak dimaksudkan
hanya menjamm kepentlnga_n s_egelmttr orang

yang. . berkuasa, melainkan menjamin
kepentmgan akan rasa adil baga semua orang

tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara

hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan
bukanlah ‘absolute rechisstaat’, melainkan

pilar baru bagz tegaknya Negara Hukum

s mnﬂimrn

Peﬂimﬁungan Hak Asasi Manusia

~ Adanya perlindingan konsiitusional terhadap
" hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi
iuntutan penegakannya melalui proses yang
adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam
- rangka mempromosikan penghormaian dan
" perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

“yang demokratis. Dalam setiap Negara Hukum

1.

yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya
demokrasi, sebagaimana di dalam setiap
Megara -Demokrasi harus  dijamin
penyeienggaraaﬂnya berdasar atas hukum.

Berfungsi sebagail Saranza Mewujudkan
Tujuan Bernegara (Weifare Rechissfaaf)

Hukum adalah sarana unfuk mencapai tujuan
yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu

: seici y_’_;yaﬂngwpeﬁ*ﬁ%@wa@N@a’r@wkﬁmwwwww
_;yang demokratis Setlap manusla se;aE»:; -
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: égasan neg'ar'a demokra31 (democracy)

‘negara hukum: (nom
Cofuntuke memngkatkan _ esejahteraan umum.
i;'Bahkan sebagasmana cita=cita:nasional:indo-

___c_rasy) dlmaksudkan

-%’nesaa yang: dlrumuskan dalam Pembukaan
L UUDbD 4945, tu;uan bangsa indonesaa bemegara

-“adalah. daiam rangka: ‘melindungi: segenap
3!_bangsa ]ndonesna dan seluruh tumpah darah
“Indonesia,: memajukan. kesejahtefaan umum,

: :_}_kemerdekaan perdamalan abadsdan kead;lan
-'f--;---f-:sos:ai Negara Hukum: berfung31 sebagat
‘saranauntuk: mewu}udkan dan mencapai
_ s--keempat tujdan bernegara: !ndoneSia itu.
~=+Dengan-demikian; pembangunan negara indo-
nesia tidak ierjebak -menjadi-sekedar +rule-
driven’, melainkan ‘mission driven’, yang
. didasarkan atas aturan hukum. . . =

12. Transparansi dan Kontrol Sosial =~

'_Adanya transparansa dan kontrol sosial yang
" terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan
penegakan hukum, sehingga kelemahan dan
- kekurangan yang terdapat dalam mekanisme
' kelembagaan resmi dapat dllenakapa secara
" ‘komplementer oleh peranserta masyarakat
) '_":_'secara Eangsung (part;s;pas: 3angsung) dalam
""":'angka menjamin keadilan dan kebenaran.
" Adanya partisipasi iangsung ini pentlng karena
- sistem perwakt!an rakyat melalui partemen fidak
o jpemah dapatdlandaikan sebagai satu~satunya
' “saluran aspirasi rakyat Karena itulah, prmS{p
B :_represenfatlon in ideas’ dabedakan dan ‘repre~
" sentation in presence’, karena perwakllan fisik

_ 'saja belum’ tentu mencermmkan keterwakilan

- “gagasan atau asptrasz Eemik:an pula dalam
"penegakan hukum yang dtjalankan oleh
: aparatur kepoiiszan kejaksaan, pengacara,
hakim, dan pejabat lembaga pamasyarar:atan

":.,.;:,‘samuﬁaﬁy“awmemgriumm kontrol.spsial.agar..

“dapat bekerja dengan efekiif, fisien serta
_ _men;amm kead;ian dan k@benaran )
13. Bes"-_%ieiuhanan_Yaﬁg F«ﬂaha Esa

Khusus m@ng@ﬁai' cita Negara Hukum Indone-
sia.yang berdasarkan Pancasila, ide

kenegaraan kita-tidak dapat dilepaskan pula
~ dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang
: merupakan ssla peri:ama dan utama Pancasila.

“Maupun: yang- dzwu;udkan melalaui gagasan

- daskan kehidupan: aﬂg'sa,eldan;:ikut_'
nelaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

it yang: ’Eerkandung dalam- gagasan Negara :
ﬁHukum Modern sepertl tersebutd[ atas,; unsur.
iri-yang: keilgabeias adaiah bahwa Negara_ﬁj
Hukum Indonesia-itu. memun;ung tmggi nilai-

~nilaizke-Maha Esaan: dan ke- Maha,,,Kuasa—an,,,, o

2z iTuhan:: Artmya d;akumya prinsip. suprémasi .
2+ hukum tidak ~mengabaikan- keyakinan
“mengenai ke<Maha Kuasa-an Tuhan’ “Yang
1.{Maha Esa yang: diyak:m sebaga| sila pertama .

“oidaniutama dalam ‘Pancasila; Karena itu,

.pengakuan segenap: b_angsa Endones:aﬂ'_
mengenai. kekuasaan tertinggi yang terdapat
- dalarm hukum, kons‘ﬂtus; di satu segi fidak boleh

bertentangan dengan keyakinan segenap

... warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai
__ke-Maha-Kuasa-an Tuhan. Yang Maha Esaitu,
__:'dan di p;hak lain pengakuan akan ‘prinsip

__supremasi_hukum itu juga merupakan
' '_'_pengejawaﬁtahan atau ekspress kesadaran
~_rasional kenegaraan at"'s_ keyakinan pada -
\ "_:Tuhan Yang.Maha Esa yang menyebabkan
__ sefiap manusia Indonesia hanya memutlakkan
. Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar
_sesama warga yang bers;fat egaliter dan
; 'menjamln persamaan dan penghormatan alas

_kemajemukan dalam keh:dupan bersama

__dalam wadah Negara Pancas;la

Penuwp

Daiam S|stem konstltus: negara kita, cuta
Negara H,uku_m itu menjadi bagian vang tak
terpisahkan . dan perkembangan gagasan
kenegaraan. indonesia sejak kemerdekaan,
Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum
perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan
secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan
ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide
‘rechisstaat’, bukan ‘machisstaat’. Dalam Konstitusi
RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan
tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS
Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia

adalah negara-hukum dicantumkan dengantegas:

Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun
2001 terhadap UUD Negara Republik indonesia
Tahun 1845, ketentuan mengenai ini kembali
dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) vang
berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara
Hukum”. Kiranya, cita negara hukum yang
mengandung 13 cirl seperti uraian di atas ifulah
ketentuan Pasal 1 avat (3) UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 itu sebaiknya kita naharmi.




